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Penelitian ini dilatarbelakangi sengketa yang melibatkan penggunaan merek terkenal dengan unsur
"persamaan pada pokoknya'. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif, dan pendekatan
perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atas bahan-bahan hukum,
baik primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Undang-undang No. 15 Tahun
2001 tentang Merek tidak mengatur dengan jelas mengenai istilah "persamaan pada pokoknya'. Istilah
"persamaan pada pokoknya' justru muncul terkait dengan merek yang harus ditolak pendaftarannya oleh
Direktorat Jenderal HKI; 2) Terhadap pelanggaran merek yang berujung sengketa, maka pemilik merek
dapat melakukan upaya-upaya hukum yaitu mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga,
atau melaporkan adanya pelanggaran tindak pidana pelanggaran merek kepada aparat kepolisian; 3)
Terjadinya perbedaan dalam putusan No. 557 K/Pdt.Sus-HK1/2016 dengan No. 591 K/Pdt.Sus-HK1/2016,
disebabkan oleh fakta bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya
terpaku pada satu asas sgja.

...... This Research is motivated by disputes involving the use of well known brands with the element
"principle of similarity”. Type of research is normative juridical, descriptive, and statute approach. Data
collection techniques are carried out through literature studies on legal materials, both primary, secondary
and tertiary. The results show: 1) Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks does not clearly regulate the
term "principle of similarity”. The term "principle of similarity” actually appears related to the brand that
must be refused registration by the Directorate General of Intellectual Property Rights; 2) With regard to
brand violations that lead to disputes, the brand owner may make legal remedies, namely filing a lawsuit
through the Commercial Court, or reporting violations of criminal offenses of brand violations to the police;
3) The difference in decision No. 557 K/Pdt.Sus-HK1/2016 with No. 591 K/Pdt.Sus-HK /2016, caused by
the fact that ajudge in examining and deciding cases is not always fixed on one principle.
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